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ABSTRAK  

 

Nama  : Meishal Pratama 

NPM  : 2014310039 

Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Publik 

Judul  : Kepatuhan Masyarakat Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Kegiatan 3M 

(memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) di Pasar Simpang 

Dago. 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan masyarakat Kota Bandung dalam pelaksanaan kegiatan 3M 

(menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) di Pasar Simpang 

Dago. Teori yang digunakan adalah teori R Kent Weaver yang menyebutkan ada 

enam faktor yang mempengaruhi kepatuhan  kelompok sasaran pada suatu 

kebijakan yaitu insentif, sanksi, monitoring, sumberdaya, otonomi, informasi, serta 

nilai dan perilaku. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis 

penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi, dan untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data. 

Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah  Pasar Simpang Dago yang 

berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 181. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam variabel hanya dua 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Kota Bandung dalam 

pelaksanaan kegiatan 3M di Pasar Simpang Dago. Dua faktor tersebut adalah  

monitoring aparat dan sumberdaya. Berdasar temuan tersebut, peneliti memberikan 

saran untuk memaksimalkan kegiatan monitoring, melakukan kegiatan sosial 

berupa membagikan masker, memberlakukan pembatasan jumlah penjual dan 

pembeli, serta memberlakukan sistem shift kepada penjual. 

Kata kunci : COVID-19, Kegiatan 3M, Kepatuhan masyarakat, Satpol PP. 
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ABSRACT 

Name : Meishal Pratama 

NPM : 2014310039 

Title : Bandung City Citizens' Compliance in Implemennting 3M Activities 

(Wearing Masks, Washing Hands, and Physical Distancing) at Simpang 

Dago Market. 

 

 This study aims to analyze the factors that influence the compliance of the 

people of Bandung City in implementing 3M activities (using masks, washing 

hands, and maintaining distance) at Simpang Dago Market. The theory used is R 

Kent Weaver's theory which states that there are six factors that influence the 

compliance of target groups to a policy, namely incentives, sanctions, monitoring, 

resources, autonomy, information, and values and behavior. 

The research method used is a qualitative method and the type of research 

is descriptive qualitative. For data collection, researchers used observation data 

collection techniques, interviews, and study documentation, and to check the 

validity of the data using data triangulation. The location chosen as the research 

location is Simpang Dago Market which is on Ir. H. Juanda Street. 

The results of this study indicate that of the six variables, only two factors 

affect the compliance of the people of Bandung City in the implementation of 3M 

activities at Simpang Dago Market. The two factors are monitoring of officials and 

resources. Based on these findings, the researchers provided suggestions for 

maximizing monitoring activities, carrying out social activities in the form of 

distributing masks, imposing restrictions on the number of sellers and buyers, and 

imposing a shift system on sellers. 

Keywords: COVID-19, 3M activities, community compliance, Civil Service Police 

Unit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi seluruh dunia. Hal tersebut 

terjadi karena seluruh dunia sedang mengalami sebuah pandemi, yaitu COVID-19. 

Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China ini menyerang sistem 

pernapasan yang menimbulkan beberapa gejala seperti batuk, demam, sakit kepala, 

hingga sesak napas yang menyebabkan kematian. Virus ini juga dianggap 

berbahaya karena penularannya yang sangat cepat dan karena virus ini tergolong 

baru, belum ada penelitian tentang virus ini terutama mengenai vaksin untuk virus 

ini. Sampai saat ini, virus ini telah memakan korban sebanyak 14 juta orang dan 

603 ribu orang telah meninggal1. Segala upaya sudah dilakukan oleh semua 

pemerintah negara di dunia, dari himbauan untuk menggunakan hand sanitizer, 

masker saat beraktivitas diluar, melakukan social dan physical distancing di tempat 

umum, melakukan Work From Home (WFH), sampai melakukan lockdown atau 

menutup semua jalur keluar masuk negara. Semua upaya tersebut dilakukan untuk 

menekan resiko penularan dan meminimalisir jumlah korban yang terpapar virus 

COVID-19.  

Pada masa pandemi COVID-19, muncul istilah baru dalam penerapan 

kehidupan sehari hari yaitu penerapan istilah “New Normal” yang merupakan suatu 

situasi dimana manusia beradaptasi dengan keadaan sekarang yang menghasilkan 

 
1 WHO Covid-19virus Disease (COVID-19) Dashboard, accessed July 23, 2020, 

https://covid19.who.int/. 
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suatu keadaan normal yang baru. Topik ini muncul mengingat di masa awal 

pandemi, hampir semua negara menerapkan lockdown. Otomatis semua kegiatan 

ekonomi tidak berjalan. Apabila keadaan pandemi COVID-19 tidak diantisipasi 

dengan kebijakan yang baru, maka negara akan mengalami krisis sehingga 

diciptakan kebijakan agar negara dapat beradaptasi di masa pandemi COVID-19. 

Penerapan  New Normal dapat diterapkan apabila suatu negara dinilai mampu 

dalam mengendalikan pandemi COVID-19. 

 Negara yang sudah menerapkan New Normal antara lain Prancis, Selandia 

Baru, dan Vietnam. Penerapan  new normal yang dilakukan oleh negara tersebut 

adalah  mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker disaat keluar dari 

rumah, menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan di tempat umum, membatasi 

kapasitas di beberapa tempat seperti restoran, menjaga jarak ketika berada di tempat 

umum.  

Indonesia saat ini sedang menerapkan New Normal. Tetapi, keadaan di 

Indonesia berbeda dengan negara negara yang lebih dahulu menerapkan new 

normal. Jika dilihat dari grafik jumlah kasus yang terinfeksi COVID-19 di 

Indonesia mengalami peningkatan pada setiap harunya. Keadaan ini berbeda 

dengan yang terjadi di negara lain yang menerapkan new normal seperti Vietnam. 

Grafik yang ditampilkan tidak menunjukan kenaikan setiap harinya, sehingga bisa 

dinilai bahwa Pemerintah Vietnam dapat mengendalikan penyebaran virus COVID-

19 dan dapat memulai penerapan new normal. 
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Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kasus Positif di Indonesia Setiap Hari  

  

Gambar 1.2 Jumlah Kasus Positif di Vietnam Setiap Harinya  

Hal tersebut mengundang kritik dari berbagai pihak. Seorang ekonom dari 

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Media Wahyudi Askar 

berpendapat bahwa jika jumlah kasus positif  meningkat, maka ekonomi negara Indonesia 

akan jatuh sehingga seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kesehatan dan keamanan 

https://www.cnnindonesia.com/tag/indef
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masyarakat2. Kritik lainnya muncul dari ahli epidemiologi, Tifauzia Tyassuma. 

Menurutnya, masih terdapat berbagai masalah seperti minimnya fasilitas kesehatan 

sampai kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya dari COVID-19, sehingga 

penerapan New Normal masih belum tepat3. Berdasarkan dua kritik tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa kemampuan Pemerintah Indonesia dalam 

mengendalikan COVID-19 masih jauh dari kata baik. Hal tersebut dilihat dari 

adanya permasalahan yang belum terselesaikan selama penanganan COVID-19 dan 

dikhawatiran akan memperburuk situasi di Indonesia.  

Banyak kritik dan berbagai masalah yang ada di Indonesia selama masa 

pandemi COVID-19. Hal yang menjadi perhatian masyarakat yaitu kemampuan 

Pemerintah Jawa Barat dalam mengendalikan COVID-19. Pemerintah Jawa Barat 

dinilai mampu mengendalikan penyebaran COVID-19. Terlihat dari data jumlah 

penyebaran kasus COVID-19, Jawa Barat berada di posisi lima dibawah Jawa 

Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah dengan jumlah 5.548 

kasus4. Jika dilihat dari kepadatan jumlah penduduk Jawa Barat merupakan provinsi 

dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hasil tersebut dapat dinilai baik. 

Dengan  melihat fakta tersebut tentu tantangan yang dihadapi akan semakin berat 

dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa 

 
2 CNN Indonesia, "Ekonom Kritik New Normal, Berpotensi Bikin Ekonomi Ambruk," Ekonomi, 

last modified June 3, 2020, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200602204007-532-

509208/ekonom-kritik-new-normal-berpotensi-bikin-ekonomi-ambruk. 
3 Kumparan, "Ahli Epidemiologi Kritik New Normal Covid-19: Ekonomi Ambruk, Kesehatan 

Memburuk," Kumparan, last modified June 12, 2020, https://kumparan.com/kumparansains/ahli-

epidemiologi-kritik-new-normal-Covid-19-ekonomi-ambruk-kesehatan-memburuk-

1tap99ZDh6H/full. 
4 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, "Peta Sebaran," Covid19.go.id, accessed 

July 24, 2020, https://covid19.go.id/peta-sebaran. 
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Barat dapat mengendalikan penyebaan COVID-19. Jika dilihat dari data 

reproduction rate (Rt), Jawa Barat mendapat angka 0,73 hal ini tergolong rendah 

dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, Jawa 

Barat berada di posisi lima terbawah5. Hal ini menarik untuk diteliti berdasarkan 

fakta jumlah penduduk terbanyak di Indonesia seharusnya memiliki resiko 

penyebaran yang lebih besar. Namun kenyataanya dapat dikendalikan oleh 

Pemerintah Jawa Barat dengan jumlah kasus yang lebih sedikit dibandingkan Jawa 

Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.  

Pemerintah Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) 

mengenai pedoman untuk persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dalam 

Peraturan Gubernur (Pergub) harus mewajibkan masyarakat untuk mencuci tangan, 

memakai masker, dan melakukan physical distancing ketika berada di luar rumah. 

Selain itu, terdapat klasifikasi tingkat kewaspadaan daerah yang dilihat dari tingkat 

penyebaran virus COVID-19. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi lima tingkatan 

dari tingkat rendah sampai kritis. Setiap tingkatan mengatur beberapa hal seperti 

mobilitas masyarakat, pembatasan kapasitas di kantor, pusat perbelanjaan, restoran, 

tempat wisata, membatasi jam operasional, metode mengajar selama pandemi, 

sampai aktivitas transportasi publik. Semakin tinggi tingkat kewaspadaan suatu 

daerah, maka semakin ketat ketentuan – ketentuan yang diterapkan dalam Pergub 

tersebut. Selain itu juga, Pemerintah Jawa Barat memberlakukan sanksi bagi warga 

yang melanggar aturan – aturan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru dengan 

 
5 "Bonza," Bonza, diakses pada tanggal 24 Juli 2020, https://www.thebonza.com/dashboard/. 



6 
 
 

 

 

memberikan edukasi dan teguran, hingga memberlakukan hukuman dari kerja 

sosial sampai memberikan denda. 

Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru khususnya pelaksanaan 3M (Memakai 

masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) juga diterapkan di Kota Bandung. Hal 

tersebut sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19). Salah satu hal yang 

diatur di dalam perwal tersebut mengenai hal – hal yang wajib dilakukan warga 

Kota Bandung ketika berada diluar rumah yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 2. 

Terdapat tujuh hal yang wajib dilakukan oleh warga Kota Bandung ketika berada 

di luar rumah; 

a. Wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah. 

b. Mencuci tangan dengan memakai sabun atau hand sanitizer secara 

berkala. 

c. Membuang sampah di tempat sampah. 

d. Menjaga jarak (physical distancing). 

e. Tidak merokok di tempat/fasilitas umum. 

f. Tidak meludah di sembarang tempat. 

g. Menghindari menyentuh area wajah. 

Selain mengatur hal yang wajib dilakukan selama beraktivitas di luar rumah, 

perwal ini mengatur juga tempat dimana Adaptasi Kebiasaan Baru itu dilakukan 
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yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 3. Terdapat tujuh tempat yang dijelaskan di pasal 

5 ayat 3, yaitu: 

a. Pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya. 

b. Aktivitas bekerja di tempat kerja. 

c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah. 

d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 

e. Kegiatan perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. 

f. Kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya. 

g. Pergerakan orang dan barang mengguanakan moda transportasi. 

Berdasarkan tujuh poin yang dijelaskan di pasal tersebut, pelaksanaan 

Adaptasi Kebiasaan Baru harus dilakukan di sekolah, tempat kerja seperti kantor, 

rumah ibadah, fasilitas umum seperti taman kota, kegiatan perdagangan seperti 

pasar dan pusat perbelanjaan, perindustrian seperti pabrik dan rumah produksi, 

tempat – tempat wisata, beberapa sarana seperti lapangan olahraga, dan transportasi 

umum seperti angkot dan damri. 

Sebelumnya dijelaskan bahwa ada tujuh kegiatan yang wajib dilakukan 

masyarakat Kota Bandung ketika berada di luar rumah. Dari tujuh kegiatan tersebut, 

pemerintah berfokus kepada tiga kegiatan, yaitu wajib memakai masker selama 

beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan dengan memakai sabun atau hand 

sanitizer secara berkala, dan menjaga jarak (physical distancing). Pemerintah 

meyakini bahwa dengan melakukan tiga kegiatan tersebut dapat mencegah 

penyebaran virus COVID-19. Agar masyarakat mudah memahami informasi 
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mengenai tiga kegiatan tersebut, pemerintah membuat sebuah kampanye yang 

bernama “3M” yang memiliki kepanjangan Menggunakan Masker, Mencuci 

Tangan, dan Menjaga Jarak. Kampanye tersebut terus dilakukan oleh pemerintah 

melalui berbagai media seperti televisi, radio, media cetak, dan media sosial. Hal 

tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya menerapkan tiga 

hal tersebut dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan 3M. 

Selama kebijakan mengenai penerapan kegiatan 3M (memakai masker, 

mecuci tangan, dan menjaga jarak) diberlakukan di Kota Bandung, berdasarkan 

data di bulan November 2020 bahwa  jumlah kasus positif COVID-19 di Kota 

Bandung sebanyak 2.884 kasus yang terdiri dari 370 kasus aktif, 2.404 kasus 

sembuh, dan 110 kasus meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut juga 

Kecamatan Bandung Kulon, Coblong, Arcamanik, menjadi tiga kecamatan dengan 

kasus positif terbanyak di Kota Bandung. Berikut merupakan 10 kecamatan di Kota 

Bandung dengan kasus positif terbanyak.6 

 

 

 

 

 

 
6 Ayo Bandung, "Bandung Laporkan 2.884 Kasus Positif Covid-19, Ada 12 Kecamatan dengan 

100 Kasus Lebih" Bandung, last modified 23 November 2020, 

https://ayobandung.com/read/2021/01/14/175334/antapani-susul-coblong-sebagai-kecamatan-

dengan-kasus-covid-19-tertinggi 
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Tabel 1.1 

Data 10 Kecamatan dengan Jumlah Kasus Positif COVID-19 Terbanyak 

di Kota Bandung (23 November 2020) 

Sukajadi 131 

Andir 127 

Lengkong 114 

Astanaanyar 113 

Babakan Ciparay 107 

 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan 3M dapat dilihat dari berbagai aspek, 

salah satunya dari aspek kepatuhan. Aspek kepatuhan melihat keberhasilan 

implementasi sebuah kebijakan dari kesesuaian dengan perilaku kelompok sasaran 

yang diharapkan dengan perilaku kelompok sasaran di lapangan. Dalam kasus ini, 

implementasi pelaksanaan kegiatan 3M dinilai berhasil apabila masyarakat Kota 

Bandung sebagai kelompok sasaran melaksanakan kegiatan 3M ketika berada di 

tempat umum seperti memakai masker ketika berada di luar rumah, mencuci tangan 

sebelum memasuki tempat umum, dan menjaga jarak ketika berada di tempat 

Kecamatan Jumlah Kasus Positif COVID-19 

Bandung Kulon 242 

Coblong 166 

Arcamanik 161 

Cicendo 150 

Antapani 144 
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umum. Jika masyarakat Kota Bandung memakai masker, mencuci tangan, dan 

menjaga jarak ketika berada di luar rumah, maka masyarakat Kota Bandung dinilai 

patuh terhadap aturan mengenai pelaksanaan kegiatan 3M. Jika masyarakat Kota 

Bandung mematuhi aturan mengenai pelasanaan kegiatan 3M, maka kebijakan 

tersebut dinilai berhasil dan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mencegah dan 

mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dapat berjalan dengan baik. 

Pada kenyataannya penerapan kegiatan 3M yang dilakukan masyarakat 

Kota Bandung ketika berada di luar rumah dinilai belum maksimal di tempat 

tertentu. Penerapan 3M berjalan dengan baik di beberapa tempat seperti pusat 

perbelanjaan, tempat makan atau restoran. Penerapan di tempat tersebut bisa 

berjalan dengan baik karena pihak pengelola melakukan upaya seperti 

menempatkan pihak keamanan di pintu masuk untuk mengecek suhu tubuh dan 

menyediakan hand sanitizer di depan pintu masuk, dan mencegah pengunjung yang 

tidak memakai masker masuk ke dalam gedung. Kondisi yang berbeda terlihat 

ketika mengunjungi tempat seperti pasar. Disana tidak penerapan protokol 

kesehatan seperti ada petugas yang melakukan pengecekan suhu ke setiap pembeli 

atau penjual yang berada di pasar, tidak ada pembatasan kapasitas seperti yang 

diterapkan di pusat perbelanjaan atau restoran, sehingga membuat pasar menjadi 

tempat yang beresiko terjadinya penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut akan 

semakin beresiko apabila lokasi pasar tersebut berada di kecamatan yang memiliki 

kasus positif COVID-19 yang tinggi, seperti Pasar Simpang Dago. Pasar Simpang 

Dago berada di Kecamatan Coblong yang merupakan kecamatan dengan kasus 

positif terbanyak kedua setelah Kecamatan Bandung Kulon dengan 166 kasus. Hal 
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tersebut membuat Pasar Simpang Dago memiliki resiko penyebaran virus COVID-

19 yang besar karena pasar tersebut ramai penjual dan pembeli dan ditambah 

dengan tidak dilakukannya protokol kesehatan seperti yang dilakukan di pusat 

perbelanjaan atau restoran.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Pasar Simpang 

Dago, peneliti menemukan beberapa temuan yang menggambarkan permasalahan 

yang berhubungan dengan penerapan 3M yang dilakukan masyarakat Kota 

Bandung di Pasar Simpang Dago.  

Pertama, peneliti menemukan banyak masyarakat Kota Bandung yang tidak 

menggunakan masker ketika berada di Pasar Simpang Dago. Peneliti juga 

menemukan bahwa beberapa masyarakat Kota Bandung yang berada di Pasar 

Simpang Dago meggunakan masker, namun masker tersebut tidak mereka gunakan 

untuk menutup hidung dan mulut mereka, melainkan hanya dikalungkan ke leher 

mereka. Hal tersebut membuat resiko penyebaran virus COVID-19 di Pasar 

Simpang Dago akan semakin tinggi karena masyarakat Kota Bandung yang berada 

disana tidak melindungi hidung dan mulut mereka, sehingga virus COVID-19 akan 

mudah memasuki tubuh mereka. Kedua, kondisi Pasar Simpang Dago yang ramai 

membuat resiko penyebaran virus COVID-19 menjadi tinggi. Berdasarkan 

pengalaman peneliti setiap mendatangi Pasar Simpang Dago, jika Pasar Simpang 

Dago sedang dalam kondisi ramai, maka kejadian seperti berdesakan akan sering 

terjadi, khususnya di area trotoar yang berada di Jalan Ir. H. Juanda. Pada area 
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tersebut, banyak penjual yang berjualan di dalam trotoar, sehingga membuat trotoar 

menjadi sempit. Hal tersebut membuat pengguna trotoar yang didominasi oleh 

pembeli akan berdesakan dengan pengguna trotoar lainnya. Dengan kata lain, 

masyarakat Kota Bandung yang berada di Pasar Simpang Dago akan sulit 

melakukan jaga jarak.7  

Kondisi Pasar Simpang Dago yang ramai membuat sulitnya masyarakat 

melakukan jaga jarak ditambah dengan banyak ditemukan masyarakat Kota 

Bandung yang tidak menggunakan masker ketika berada di Pasar Simpang Dago 

dan fakta bahwa Kecamatan Coblong merupakan kecamatan dengan jumlah kasus 

positif COVID-19 tertinggi di Kota Bandung membuat Pasar Simpang Dago 

menjadi tempat yang beresiko terjadinya penyebaran virus COVID-19. Dengan 

kondisi tersebut, seharusnya masyarakat Kota Bandung di Pasar Simpang Dago 

lebih waspada dan lebih mematuhi aturan Pemerintah Kota Bandung untuk 

menerapkan 3M ketika berada di luar rumah karena dengan mematuhi aturan 

tersebut, penyebaran virus COVID-19 dapat dicegah dan dikendalikan. Namun 

kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat Kota Bandung yang tidak 

melaksanakan kegiatan 3M ketika berada di Pasar Simpang Dago. Oleh karena itu, 

peneliti ingin meneliti kepatuhan masyarakat Kota Bandung dalam melaksanakan 

kegiatan 3M di Pasar Simpang Dago. 

 

 

 
7 Hasil observasi pada tanggal 16 November 2020 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Kota Bandung 

dalam melaksanakan kegiatan 3M? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Ditinjau dari penelitian yang telah dibatasi dan dirumuskan dalam rumusan 

masalah, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan masyarakat Kota Bandung dalam pelaksanaan kegiatan 3M 

(meggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) di Pasar Simpang Dago. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian mengenai Kepatuhan Masyarakat Kota Bandung 

dalam melaksanakan kegiatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan 

menjaga jarak) di Pasar Simpang Dago terbagi menjadi dua kegunaan, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam 

menganalisa kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan 

yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain itu penelitian ini menjadi 

nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang Ilmu Administrasi 

Publik. 

 

2. Kegunaan Praktis 
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a. Bagi Peneliti 

Dapat menyelesaikan tugas akhir dalam 

menjalani perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi 

Publik serta peneliti memiliki pengetahuan dan 

wawasan mengenai kepatuhan masyarakat dalam 

melaksanakan kebijakan yang diberlakukan oleh 

pemerintah. 

b. Bagi Pemerintah Kota Bandung 

Dapat menjadi bahan evaluasi agar 

Pemerintah Kota Bandung dalam upaya pencegahan 

dan pengendalian penyebaran virus COVID-19. 

c. Bagi Masyarakat Kota Bandung 

Dapat memberi pengetahuan dan wawasan 

mengenai permasalahan yang dihadapi dalam 

melaksanakan kegiatan 3M. 

 

 

 

 

 

 

 

 




